
 

 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Pelaksanaan Sistem Merit Pada Pengangkatan Kepala Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 

 Ketentuan perundang-undangan perihal manajemen Aparatur Sipil 

Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor 40 Tahun 2018 serta Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2019 belum diterapkan dengan baik di 

lingkungan Pemerintahan Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat. 

Masih adanya praktik rasa suka dan tidak suka (like and dislike) dalam 

pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama yang tidak sesuai dengan 

prinsip sistem merit. Calon yang sedang mengalami pemeriksaan terhadap 

dugaan pelanggaran disiplin masih tetap lanjut mengikuti proses lelang 

jabatan dan bahkan terpilih dan dilantik.  

2. Kendala Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Berdasarkan 

Sistem Merit 

Kendala yang bersumber dari unsur politik dan ketidakjelasan informasi 

masih menjadi hambatan dalam mewujudkan netralitas dalam pengisian 

jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan kerja Pemerintahan 

Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa fakta, antara 

lain:  



 

 

a. Diloloskannya oleh panitia seleksi instansi pemerintah salah 

seorang JPT  yang pada saat proses seleksi sedang menjalani 

proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin.  

b. Ketidakjelasan informasi tentang pihak yang dipilih menjadi 

panitia seleksi instansi pemerintah  

c. Ketidakjelasan informasi tentang tahapan seleksi terbuka dalam 

pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama Kepala Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat Desa  

d. Perbedaan informasi tentang bagaimana JPT yang sedang dalam 

pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin dapat menduduki jabatan 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diperoleh dari 

wawancara pada dua instansi pemerintahan yang berhubungan 

dengan JPT tersebut (pada BKPSDM Kota Padang dan BKD 

Provinsi Sumatera Barat).  

B. Saran 

Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat (selanjutnya disebut Pemprov 

Sumbar) harus lebih memperhatikan ketentuan perundang-undangan tentang 

manajemen ASN dalam setiap kegiatan kepegawaian yang dilaksanakan. 

Pemprov Sumbar harus memberikan informasi yang jelas terkait setiap 

pengisian jabatan yang dilaksanakan sebagai wujud nyata pelaksanaan asas 

keterbukaan yang disebutkan pada Pasal 2 huruf i UU ASN. Untuk 

memberikan kejelasan informasi tersebut dimulai dengan memanfaatkan 

website resmi Pemprov Sumbar dengan lebih optimal dalam update setiap 

informasi yang perlu diberitahukan kepada masyarakat. Update informasi yang 



 

 

di upload pada website resmi Pemprov Sumbar juga harus benahi kualitasnya 

mulai kualitas file yang di upload hingga kualitas penulisan informasi yang di 

upload. 


